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TENTANG 

 
RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH 

TAHUN 2023-2026 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI TAKALAR, 

 
Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Instruksi 

Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 
tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan 

Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan 
Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada 
Tahun 2022, maka perlu disusun Rencana 

Pembangunan Daerah Kabupaten Takalar 
Tahun 2023-2026; 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan 
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu 

menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana 
Pembangunan Daerah Kabupaten Takalar 
Tahun 2023-2026. 

 
Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 

tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 

Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4286); 

2. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia  Nomor 4421); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 



  

 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4421), sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 

Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat 
dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor  6757); 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 

tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan 

Penganggaran Pembangunan Nasional 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2017 Nomor 105); 
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6322); 
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik 

Indonesia Nomor 67 Tahun 2011 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman 
Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender 
Di Daerah; 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik 
Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata 

Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 

Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah,   serta   Tata  Cara   Perubahan   
Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah); 
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 

Tahun 2019 tentang Sistem Informasi 
Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 
Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan 

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan 
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Nomor Tahun 2019 Nomor 1447); 



  

 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 
Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan 

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 
tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia tahun 2020 Nomor 288); 
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-

5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi 
Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran 

Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur 
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan 
Daerah; 

12. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 
Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen 

Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi 
Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah 

Berakhir Pada Tahun 2022; 
13. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 

07 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025; 
14. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 

06 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang 
Wilayah Kabupaten Takalar Tahun 2012-2031; 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 
02 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 7 

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 
Susunan Perangkat Daerah. 

MEMUTUSKAN : 
 

 
Menetapkan  : PERATURAN BUPATI TAKALAR TENTANG 

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH 
KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2023-2026 

 

BAB I 
PENDAHULUAN 

 
Pasal 1 

 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 

daerah otonom. 
2. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang 

selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan 
daerah periode 20 (dua puluh) tahun. 



  

 

3. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD 
adalah dokumen perencanaan pembangunan menengah daerah 

Tahun 2023-2026. 
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang 

selanjutnya disingkat RPJM Nasional adalah dokumen 

perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) 
tahun. 

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan 
Dewan Perwakilan Daerah dalam penyelenggaraan urusan 

Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 
6. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM 

adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar 

yang merupakan Urusan Pemerintah Wajib yang berhak 
diperoleh setiap warga Negara secara minimal. 

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya 
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah 

Kabupaten Takalar. 
8. Pembangunan daerah adalah Pembangunan Kabupaten Takalar. 
9. Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada 

adalah Peraturan Bupati. 
 

 
BAB II 

MAKSUD DAN TUJUAN 

 
Pasal 2 

 

(1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah bahwa RPD 
Tahun 2023-2026 memperhatikan target indikator makro dan 

program prioritas nasional RPJMN 2020-2024, kesesuaian 
sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Takalar 
sampai dengan Tahun 2025, hasil evaluasi capaian indikator 

daerah RPJMD Kabupaten Takalar Tahun 2017-2022, 
Perubahan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-

2023, isu-isu strategis yang berkembang, kebijakan nasional 
serta regulasi yang berlaku dan untuk keselarasan program 

dan kegiatan pembangunan Daerah Kabupaten Takalar 
dengan pembangunan Provinsi dan Nasional dan disesuaikan 
dengan kondisi dan kebutuhan nyata daerah dalam upaya 

perbaikan di segala bidang pembangunan. 
 

 
(2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah : 

a. digunakan oleh Penjabat (Pj.) Kepala Daerah sebagai 
pedoman untuk penyelenggaraan pemerintahan dan 
pembangunan daerah Tahun 2023-2026; 

b. pedoman  bagi  setiap Perangkat Daerah dalam menyusun 
Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD); 



  

 

c. pedoman penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 
(RKPD) Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2026. 

 
 

BAB III 

PELAKSANAAN 
 

Pasal 3 

(1) RPD  Tahun 2023-2026,   yaitu   Dokumen  Perencanaan 

Daerah untuk periode 4 (empat) tahun yang dimulai sejak 
berakhirnya periode RPJMD Tahun 2017-2022 sampai dengan 
ditetapkannya RPJMD periode hasil pilkada serentak Tahun 

2024. 
(2) RPD   Tahun 2023-2026  sebagaimana  dimaksud  pada ayat 

(1),  terdiri atas 9 (sembilan) Bab sebagaimana tercantum 
dalam Lampiran 1 (satu) yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 
(3) Dalam  rangka  pelaksanaan  RPD   Tahun   2023-2026 

sebagaimana dimaksud pada ayat 2, ditetapkan tujuan dan 

sasaran pembangunan daerah. 
(4) Tujuan dan sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

disertai dengan pagu anggaran setiap program prioritas yang 
sifatnya indikatif terdapat pada Bab VII. 

 
Pasal 4 

 

Dalam rangka penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah 
Tahun 2023-2026 : 

a. Perangkat  Daerah  menyusun Renstra Perangkat Daerah 
Tahun 2023-2026 dengan berpedoman pada Rancangan RPD;  

b. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan 
Pengembangan Daerah melakukan verifikasi kesesuaian 

antara RPD Tahun 2023-2026 dan Renstra Perangkat Daerah 
Tahun 2023-2026; dan 

c. Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 ditetapkan 

melalui Peraturan Kepala Daerah paling lambat Minggu 
keempat bulan Maret Tahun 2022. 

 



  

 

BAB IV 
PENGENDALIAN DAN EVALUASI 

 

Pasal 5 

(1) Kepala Bappelitbangda bertanggungjawab atas pengendalian 
dan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Pembangunan 

Daerah Tahun 2023-2026. 
(2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan perundang-
undangan yang berlaku. 

 

 
BAB V  

PERUBAHAN 
 

Pasal 6 

 

Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 dapat 
dilakukan perubahan apabila : 

a. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya 
ketidaksesuaian antara asumsi perencanaan dengan kondisi 
eksisting. 

b. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya 
kesenjangan yang signifikan antara target dan pencapaian 

kinerja sampai dengan tahun berjalan. 
c. Terjadi perubahan yang mendasar. 

d. Perubahan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 
dapat dilakukan tanpa melalui tahapan pengendalian dan 
evaluasi pelaksanaan, dalam hal terjadi kebijakan nasional, 

keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari 
perundang-undangan yang lebih tinggi. 

 



  

 

BAB VI 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 7 
 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  

 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Takalar. 

 
 
Ditetapkan  di  Takalar  

pada tanggal, 11 Maret 2022 
 

BUPATI  TAKALAR, 
 

 
 
 

 SYAMSARI  
 

Diundangkan  di  Takalar  
pada tanggal, 11 Maret 2022 

 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAKALAR, 

 

 
 

 
MUHAMMAD HASBI 

        
BERITA DAERAH KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2022  NOMOR 03 



  

 

 
 

 
 
 

 
 

 
SISTEMATIKA PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DERAH 

KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2023-2026 
 

Secara normatif dan substantif, sistematika dan tata cara 

penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten 
Takalar Tahun 2023-2026 mengacu pada Instruksi Menteri Dalam 

Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen 
Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa 

Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022 sebagai berikut : 
 

Bab I  Pendahuluan 

1.1. Latar Belakang 
1.2. Dasar Hukum Penyusunan 

1.3. Hubungan Antar Dokumen 
1.4. Maksud dan Tujuan 

1.5. Sistematika Penulisan 
Bab II  Gambaran Umum Kondisi Daerah 

2.1. Aspek Geografi dan Demografi 

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat 
2.3. Aspek Pelayanan Umum 

2.4. Aspek Daya Saing Daerah 
2.5. Evaluasi Capaian Target Indikator Standar Pelayanan 

Minimal (SPM) Kabupaten Takalar 2021 
2.6. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ 

Sustainable Development Goals (SDGs) 
2.7. Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah 

Bab III  Gambaran Keuangan Daerah 

3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu 
3.2. Neraca Daerah 

3.3. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu 
3.4. Kerangka Pendanaan 

3.5. Pembiayaan Pembangunan Daerah Non Pemerintah 
3.6. Proyeksi Kebutuhan Investasi di Kabupaten Takalar 

Bab IV  Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Daerah 

4.1. Permasalahan Pembangunan Daerah 
 4.2. Isu Strategis 

4.3. Isu Daerah 
4.4. Isu-isu Strategis 

Bab V  Tujuan dan Sasaran 
 

LAMPIRAN 1 
PERATURAN BUPATI TAKALAR 

NOMOR 03 TAHUN 2022 
TANGGAL 11 MARET 2022 
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN 

DAERAH TAHUN 2023-2026 



  

 

Bab VI  Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas 
6.1. Strategi 

6.2. Arah Kebijakan 
6.3. Program Prioritas 

Bab VII  Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program 

Perangkat Daerah 
7.1. Kerangka Pendanaan Pembangunan 

7.2. Program Perangkat Daerah 
Bab VIII Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 

8.1. Penetapan Indikator Kinerja Daerah 
8.2. Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) 
8.3. Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ 

Sustainable Development Goals (SDGs) 
Bab IX Penutup 

9.1. Pedoman Transisi 
9.2. Kaidah Pelaksanaan 

 

 

 

    BUPATI TAKALAR, 
     

 
 

 
                           SYAMSARI 
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BAB  I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Sebagaimana amanat Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 

tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 

2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-

undang, yang salah satu amanatnya adalah dilaksanakan pemilu kepala daerah 

serentak secara nasional pada Tahun 2024. Hal ini berdampak pada 

Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar yang RPJMD nya berakhir pada Tahun 

2022 serta berkaitan dengan Pasal 147 Peraturan Menteri Dalam Negeri 

(Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, 

Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 

Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah (RPJPD) Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

(RPJMD), Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah, bahwa bagi daerah yang belum memiliki RPJMD, untuk 

menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan 

Daerah kabupaten/ kota, penyusunan RKPD berpedoman pada arah kebijakan 

dan sasaran pokok RPJPD kabupaten/kota dan mengacu pada Perubahan 

RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 untuk keselarasan 

program dan kegiatan pembangunan Daerah kabupaten/ kota dengan 

pembangunan Daerah provinsi.  

Selanjutnya berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 

Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan 

Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 

2022, maka bagi daerah yang tidak memiliki kepala daerah dikarenakan masa 

jabatan berakhir pada Tahun 2022 atau Tahun 2023 dalam hal penyusunan 

dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan RKPD, yang lebih lanjut 

akan menjadi pedoman penyusunan rancangan KUA-PPAS sebagai rangkaian 

LAMPIRAN 2 
PERATURAN BUPATI TAKALAR 
NOMOR 03 TAHUN 2022 
TANGGAL 11 MARET 2022 
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN 
DAERAH TAHUN 2023-2026 
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penyusunan APBD, diinstruksikan kepada Bupati/Wali kota yang masa 

jabatannya berakhir Tahun 2022, agar menyusun Dokumen Perencanaan 

Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disebut 

sebagai Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten / Kota Tahun 2023-2026. 

Dalam penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten 

Takalar Tahun 2023-2026 memperhatikan : 

1. Penyelarasan target indikator makro dan program prioritas nasional 

dalam RPJMN Tahun 2020-2024; 

2. Kesesuian sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Kabupaten 

Takalar sampai dengan Tahun 2025; 

3. Hasil evaluasi capaian indikator kinerja daerah RPJMD Kabupaten 

Takalar Tahun 2017-2022; 

4. RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023; 

5. Isu-isu strategis yang berkembang; 

6. Kebijakan Nasional; 

7. Regulasi yang berlaku. 

Berdasarkan UU Nomor 25 Tahun 2004 Pasal 19 ayat 3, bahwa 

RPJMD ditetapkan melalui Peraturan Daerah, yang substansinya merupakan 

rencana kerja 5 (lima) tahun yang akan dijadikan acuan bagi pemerintah 

daerah di dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, sesuai dengan 

penjabaran visi, misi dan program prioritas dari Kepala Daerah dan Wakil 

Kepala Daerah terpilih dalam kurun waktu lima tahun, namun berdasarkan 

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021, Rencana 

Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 ditetapkan dengan perkada. 

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Takalar Tahun 

2023 - 2026 merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan 

pembangunan nasional, yang dalam perencanaannya telah dilakukan oleh 

pemerintah daerah bersama-sama dengan para pemangku kepentingan 

berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing. Selain itu Rencana 

Pembangunan Daerah (RPD) yang disusun ini juga telah mengintegrasikan 

rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah, serta dilaksanakan 

berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki daerah, sesuai dinamika 

perkembangan daerah dan nasional. 

Kedudukan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten 

Takalar Tahun 2023 – 2026 dalam Tahun perencanaan Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Takalar Tahun 

2005-2025 dapat dilihat pada BAB IV pada Sub bab IV.2.4. RPJM ke-4 (2020-

2025), dijelaskan bahwa berlandaskan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai 

keberlanjutan RPJM ke-3 (2015-2019), RPJM ke-4 ditujukan untuk 
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mewujudkan : “Masyarakat mandiri, demokratis, berkeadilan sosial dan 

sejahtera lahir bathin”. Upaya tersebut dilakukan dengan Percepatan 

peningkatan Kualitas Manusia, Pembangunan Infrastruktur untuk kebutuhan 

pembangunan, pembinaan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan, 

dan penanggulangan kemiskinan. Dalam penjelasan tersebut dapat diartikan 

bahwa RPJM ke-4 adalah dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 

Kabupaten Takalar yang menjadi pedoman arah kebijakan Pembangunan 

Tahun 2023 – 2026. 

Sesuai arahan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 

2021 bahwa penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten 

Takalar Tahun 2023 – 2026  dilaksanakan melalui Tahapan dan tata cara 

sebagai berikut : 

1. Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan 

Daerah (BAPPELITBANGDA) Kabupaten Takalar Menyusun 

Rancangan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Takalar Tahun 

2023-2026 pada Bulan dengan memperhatikan Rancangan Renstra 

PD Kabupaten Takalar Tahun 2023-2026, RPJMD Provinsi Sulawesi 

Selatan Tahun 2018-2023; 

2. Perangkat Daerah Kabupaten Takalar Menyusun Rancangan Renstra 

PD Kabupaten Takalar Tahun 2023-2026 serta Rancangan Rencana 

Pembangunan Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2023-2026; 

3. BAPPELITBANGDA Kabupaten Takalar Melakukan forum Konsultasi 

Publik untuk menyerap saran dan / atau masukan dari pemangku 

kepentingan (stakeholders) pembangunan daerah, termasuk DPRD, 

yang dituangkan dalam berita acara forum konsultasi publik serta 

ditandatangani oleh perwakilan dari pemangku kepentingan yang 

hadir; 

4. Penyelenggaraan forum konsultasi publik dilaksanakan sesuai 

dengan kondisi daerah dengan mempertimbangkan prinsip efektifitas 

dan efisiensi; 

5. Berita Acara Forum Konsultasi Publik menjadi bahan bagi 

penyempurnaan Rancanngan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 

Kabupaten Takalar Tahun 2023-2026 dan Rancangan Renstra PD 

Kabupaten Takalar Tahun 2023-2026 sebelum diajukan untuk 

dilakukan fasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam 

hal ini Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan 

Pengembangan Daerah (BAPPELITBANGDA) Provisi Sulawesi 

Selatan; 
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6. BAPPELITBANGDA Kabupaten Takalar melakukan penyempurnaan 

Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten 

Takalar Tahun 2023-2026 dengan memperhatikan Surat 

Rekomendasi Hasil Fasilitasi; 

7. Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten 

Takalar Tahun 2023-2026 yang telah disempurnakan diajukan oleh 

Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Takalar Kepada Kepala Daerah 

melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan; 

8. Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Takalar Tahun 

2023-2026 yang telah ditetapkan menjadi bahan penyempurnaan 

Rancangan Akhir Renstra PD Kabupaten Takalar Tahun 2023-2026 ; 

9. Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Takalar melakukan verifikasi 

terhadap Rancangan Rancangan Akhir Renstra PD Kabupaten Takalar 

Tahun 2023-2026; 

10. Rancangan Akhir Renstra PD Kabupaten Takalar Tahun 2023-2026 

yang telah disempurnakan sesuai hasil verifikasi, ditetapkan oleh 

Kepala Daerah. 

Adapun gambaran hubungan (keterkaitan) antara Tahapan 

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Takalar Tahun 2023-2026 

dan RENSTRA PD Tahun 2023-2026 sebagai satu kesatuan sistem 

perencanaan pembangunan di Kabupaten Takalar dapat dilihat pada gambar 

berikut ini : 

Gambar I- 1 : Keterkaitan Tahapan Penyusunan Rencana Pembangunan 
Daerah (RPD) dan RENSTRA PD 

Sumber : Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Permendagri 86 Tahun 2017; Diolah 

Bappelitbangda 2022 
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Untuk mewujudkan keterkaitan program pembangunan daerah 

Kabupaten, Provinsi, maupun Pusat, maka RPD Kabupaten Takalar disusun 

dengan mengacu dan berpedoman pada RPJPN 2005-2025, RPJMN Tahun 

2020–2024, RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018, dan RPJPD 

Kabupaten Takalar Tahun 2005-2025 yang telah ditetapkan lebih dahulu. 

Disamping itu, penyusunan RPD Kabupaten Takalar Tahun 2023-2026 juga 

memperhatikan sumber daya dan potensi daerah yang dimiliki, faktor-faktor 

keberhasilan, evaluasi pembangunan 5 (lima) tahun yang lalu serta isu-isu 

strategis yang berkembang. 

Mengingat Rencana Pembangunan Daerah (RPD) sebagai pengganti 

RPJMD Kabupaten Takalar sangat penting bagi Pemerintah Kabupaten dan 

masyarakat, maka proses penyusunannya dilakukan secara sistematis, akurat 

dan terpadu dengan melibatkan seoptimal mungkin peran para pemangku 

kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan konsultasi publik 

Rancangan RPD Kabupaten Takalar. Proses penyusunan RPD Kabupaten 

Takalar dilakukan secara transparan dan partisipatif untuk menghasilkan 

dokumen perencanaan yang komprehensif, holistik dan berkesinambungan 

yang disusun berdasarkan beberapa pendekatan berikut : 

1. Pendekatan Teknokratik, pendekatan ini dilaksanakan dengan 

menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga 

yang secara fungsional bertugas untuk hal tersebut. 

2. Pendekatan Partisipatif, pendekatan ini dilaksanakan dengan 

melibatkan pemangku kepentingan (stakeholders) pembangunan. 

Pendekatan ini bertujuan untuk mendapatkan aspirasi dan 

menciptakan rasa memiliki. 

3. Pendekatan Politis, pendekatan ini mengkaji administrasi negara 

yang menekankan fungsi-fungsi politik dalam bernegara.  

4. Pendekatan top-down, pendekatan ini dilaksanakan dengan 

mempedomani RPJPD sebagai arah kebijakan pembangunan jangka 

panjang. 

5. Pendekatan bottom-up, pendekatan ini dilaksanakan dengan 

memperhatikan aspirasi masyarakat. 

Berdasarkan tahapan yang telah dilakukan dalam penyusunan RPD 

Kabupaten Takalar Tahun 2023-2026 tersebut serta merujuk pada ketentuan-

ketentuan tentang perencanaan pembangunan daerah, secara jelas 

menunjukkan bahwa RPD memiliki nilai-nilai strategis, yaitu : 

1. RPD Kabupaten Takalar Tahun 2023 - 2026 akan digunakan oleh 

Penjabat (Pj.) Kepala Daerah sebagai pedoman untuk 
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Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah Tahun 

2023-2026;  

2. RPD Kabupaten Takalar Tahun 2023 - 2026 merupakan pedoman 

pembangunan selama 4 (empat) tahun;  

3. RPD Kabupaten Takalar Tahun 2023 - 2026 merupakan pedoman 

penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) dan 

Rencana Kerja Tahunan Daerah (RKPD); 

4. RPD Kabupaten Takalar Tahun 2023 - 2026 merupakan alat atau 

instrumen pengendalian bagi Satuan Pengawas Internal (SPI) dan      

Bappelitbangda dalam pelaksanaan pengendalian pembangunan;  

5. RPD Kabupaten Takalar Tahun 2023 - 2026 merupakan instrumen 

untuk mengukur tingkat pencapaian kinerja Pj. Kepala Daerah dan 

Kepala Perangkat Daerah selama 4 (empat) tahun; 

6. RPD Kabupaten Takalar Tahun 2023 - 2026 merupakan pedoman bagi 

daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang 

selaras dengan Rencana Pembangunan Nasional dan Provinsi; 

7. RPD Kabupaten Takalar Tahun 2023 - 2026 merupakan pedoman 

penilaian keberhasilan Pemerintah Daerah sesuai amanat Peraturan 

Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi 

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Peraturan Presiden Nomor 

29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah. 

1.2 Dasar Hukum Penyusunan 

Landasan penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 

Kabupaten Takalar Tahun 2023 - 2026 adalah sebagai berikut : 

1. Undang-Undang  Nomor  29  Tahun  1959  tentang  Pembentukan  

Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 1822); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang    Nomor   1   Tahun   2004   tentang Perbendaharaan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang    Nomor   25   Tahun   2004   tentang  Sistem  

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik 
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Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4421); 

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 

6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 

Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 

Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4846); 

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik 

Indonesia tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5059); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

9. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas 

Undangundang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6398); 

10. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Hubungan Keuangan Antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6757); Pasal 18 ayat (6) Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata 

Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6042); 
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13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi 

Proses perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123); 

15. Peraturan  Pemerintah  Nomor  2  Tahun  2018 tentang Standar 

Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 

2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6178); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6322); 

17. Peraturan  Pemerintah  Nomor  13  Tahun  2019 tentang Laporan dan 

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 20l9 Nomor 52, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6323); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 

187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 

19. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 

2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem 

Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (Covid-

19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang 

Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem 

Keuangan; 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6633); 

21. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan 

Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa 

kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 

tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 
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2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259); 

22. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan 

Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136); 

23. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data 

Indonesia (Lembaran Negara Republik Indinesia Tahun 2019 Nomor 

112); 

24. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 

(Lembaran Negara Republik Indinesia Tahun 2020 Nomor 10); 

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang 

Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender Di Daerah, 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum 

Pelaksanaan Pengarustamaan Gender Di Daerah ; 

26. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor 86 Tahun  2017  tentang  

Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan 

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 1312); 

27. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar 

Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang 

Sosial Di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868); 

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang 

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia tahun 2019 Nomor 1114); 

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 tahun 2019 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 

2017 Tentang Kode Dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1327); 

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang 

Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan 
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dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 

Nomor 1447); 

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 

tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 288); 

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang 

Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan 

Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 249); 

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang 

Pengutamaan Penggunaan Alokasi dan Penggunaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

tahun 2020 Nomor 581); 

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang 

Pedoman Teknis Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 1781); 

35. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor 17 Tahun  2021  tentang  

Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496); 

36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang 

Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik 

Indonesia tahun 2020 Nomor 590); 

37. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 

tentang Hasil Verifikasi Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran 

Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan 

dan Keuangan Daerah; 

38. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2020 tentang 

Menjaga Ketahanan Pangan Nasional pada Saat Tanggap Darurat 

Corona Virus Disease 2019 (Covid-19); 

39. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang 

Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi 

Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 

2022; 

40. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi 

Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi 

Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan lembaran Daerah 

Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 243), sebagaimana telah diubah 
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dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 

2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi 

Selatan Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 2008-2028 

(Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 7, 

Tambahan lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 283); 

41. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor Peraturan Daerah 

Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata 

Ruang Wilayah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah 

Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran 

Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 249); 

42. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2016 

tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah 

(Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 1, 

Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 286); 

43. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 

tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 

Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi 

Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah 

Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 314); 

44. Peraturan  Daerah  Kabupaten Takalar  Nomor  07  Tahun  2008  

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten 

Takalar Tahun 2005–2025; 

45. Peraturan   Daerah  Kabupaten  Takalar  Nomor 06 Tahun 2012 

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Takalar Tahun 

2012-2031; 

46. Peraturan  Daerah  Kabupaten  Takalar  Nomor  02 Tahun 2019 

tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun  2016  

tentang  Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. 

47. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 06 Tahun 2022 tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Takalar Tahun 2012-2031. 

48. Peraturan Bupati Takalar Nomor 03 Tahun 2022 Tentang Rencana 

Pembangunan Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2023-2026. 
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1.3 Hubungan Antar Dokumen 

1.3.1 Hubungan RPD Takalar dengan RPJPD Provinsi Sulawesi 

Selatan 

Berdasarkan ketentuan didalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah Pasal 260 menyatakan bahwa Daerah sesuai dengan 

kewenangannya menyusun Rencana sebagai bagian dari rencana 

pembangunan nasional. Makna ini mengamanahkan bahwa rencana 

pembangunan di Kabupaten Takalar, harus berpedoman pada rencana 

pembangunan nasional dan provinsi sulawesi selatan baik rencana jangka 

panjang, maupun rencana pembangunan menengah. Oleh karena itu 

penyusunan RPD kabupaten Takalar Tahun 2023-2026 ini berpedoman pada 

dokumen nasional dan provinsi.  

1.3.2 Hubungan RPD dengan RPJMN 

Sesuai dengan amanat UU Nomor 25 Tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional (SPPN), Rencana Pembangunan Menengah Daerah 

harus mengacu dan selaras dengan RPJPN dan RPJMN karena keberhasilan 

pembangunan di daerah termasuk perencanaannya merupakan bagian yang 

tidak terpisahkan dari keberhasilan pembangunan nasional. 

RPJMN dalam kurun waktu 5 tahun (2020-2024) menjadi perhatian 

Pemerintah Kabupaten Takalar dalam merancang pembangunan di daerah 

sesuai kondisi daerah. Oleh karena itu, substansi tujuan pembangunan 

nasional lima tahunan untuk kesejahteraan rakyat menjadi inti dari RPD 

Kabupaten Takalar Tahun 2023 – 2026 yang selanjutnya dirinci dalam 

rencana tahunan dalam RKPD. 

1.3.3 Hubungan RPD dengan  RPJPD 

Dokumen RPD Tahun 2023 - 2026 merupakan Rencana 

Pembangunan Menengah Daerah yang masuk dalam periode Keempat dari 

periodesasi pelaksanaan RPJPD Tahun 2005 - 2025. Oleh karena itu, 

berdasarkan Inmendagri Nomor 70 Tahun 2021, penyusunan RPD juga 

berpedoman pada sasaran pokok dan arah kebijakan yang termuat dalam 

dokumen RPJPD Kabupaten Takalar Tahun 2005 - 2025. 

1.3.4 Hubungan RPD dengan Perubahan RPJMD Provinsi Sulawesi 

Selatan 

Sesuai arahan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 

2021 bahwa dalam penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah 

(RPD) harus memperhatikan arah kebijakan yang tertuang dalam dokumen 
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RPJMD Provinsi, oleh karena itu dalam penyusunan Dokumen Rencana 

Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Takalar Tahun 2023-2026, 

Pemerintah Kabupaten Takalar juga mempedomani Perubahan RPJMD 

Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 dalam merumuskan arah 

kebijakan pembangunan Tahun 2023-2026. 

1.3.5 Hubungan RPD dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). 

Penyusunan RPD senantiasa memperhatikan dan 

mempertimbangkan struktur dan pola penataan ruang yang sesuai dengan 

RTRW Kabupaten Takalar sebagai dasar untuk menetapkan lokasi kebijakan 

program dan kegiatan pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan 

pola ruang daerah di Kabupaten Takalar. 

1.3.6 Hubungan RPD dengan Rencana Strategis Perangkat Daerah 

(Renstra PD). 

RPD menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra PD sesuai 

dengan tugas dan fungsinya masing-masing untuk masa 3 (tiga) tahun 

kedepan. Oleh karena itu, Renstra PD merupakan penjabaran teknis RPD yang 

berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam 

menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap 

urusan bidang dan atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 3 (tiga) 

tahun, yang disusun oleh setiap PD di bawah koordinasi Bappelitbangda 

Kabupaten Takalar. 

1.3.7 Hubungan RPD dengan RKPD. 

Pelaksanaan RPD  Tahun 2023 - 2026 setiap tahun dijabarkan ke 

dalam dokumen RKPD sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan daerah 

yang memuat prioritas program dan kegiatan dari Rencana Kerja Perangkat 

Daerah. RKPD menjadi acuan dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan 

Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari 

tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten. Selanjutnya Perangkat 

Daerah dengan berpedoman pada Renstra PD dan RKPD menyusun rencana 

kerja tahunan (Renja) PD. 

Adapun gambaran hubungan (keterkaitan) dokumen antara RPD 

dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya sebagai satu kesatuan 

sistem perencanaan pembangunan di Kabupaten Takalar dapat dilihat pada 

gambar berikut ini: 
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Gambar I- 2 : Hubungan antar Dokumen RPD dengan Dokumen 

Perencanaan Lainnya sebagai Satu Kesatuan Sistem 

Sumber : Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Permendagri 86 Tahun 2017; Diolah 

Bappelitbangda 2022. 

1.4 Maksud Dan Tujuan  

1.4.1 Maksud 

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Takalar Tahun 

2023-2026 dimaksudkan sebagai pedoman bagi seluruh komponen daerah 

(pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya) 

dalam mewujudkan cita-cita masyarakat Kabupaten Takalar sesuai dengan 

dengan sasaran pokok dan arah kebijakan periode keempat RPJPD Kabupaten 

Takalar Tahun 2005-2025, sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh 

pelaku pembangunan bersifat sinergis, koordinatif, dan saling melengkapi 

satu dengan yang lainnya di dalam satu pola sikap dan pola tindak. 

1.4.2 Tujuan 

Tujuan penyusunan RPD Kabupaten Takalar Tahun 2023 – 2026 

adalah : 

1. Merumuskan gambaran umum kondisi daerah sebagai dasar perumusan 

permasalahan dan isu strategis daerah, sebagai dasar prioritas 

penanganan pembangunan daerah 4 (empat) tahun ke depan dan 

sebagai pedoman bagi seluruh PD di lingkungan Pemerintah Kabupaten 

Takalar dalam menyusun Renstra PD Tahun 2023-2026; 

2. Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Takalar Tahun 2023-

2026 menjadi pedoman penyusunan RENSTRA PD 2023-2026, RKPD 
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Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2026 dan RAPBD Tahun 2023 sampai 

dengan Tahun 2026 .  

3. Merumuskan gambaran pengelolaan keuangan daerah serta                

kerangka pendanaan sebagai dasar penentuan kemampuan kapasitas 

pendanaan 4 (empat) tahun ke depan; 

4. Merumuskan tujuan dan sasaran pembangunan daerah Tahun  2023-

2026, yang disertai dengan program prioritas untuk masing-masing PD 

Tahun 2023-2026, dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Takalar Tahun 2005-2025; 

5. Menetapkan arah pembangunan dalam jangka 4 (empat) tahun kedepan; 

6. Menetapkan berbagai program prioritas yang disertai dengan indikasi 

pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan pada 

Tahun 2023-2026; 

7. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, 

penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun 

anggaran selama 4 (empat) tahun yang akan datang; 

8. Menetapkan indikator kinerja Perangkat Daerah (PD) dan Indikator 

kinerja utama sebagai dasar penilaian keberhasilan Pemerintah 

Kabupaten Takalar periode 2023 – 2026; 

9. Menjadi pedoman bagi Penjabat (Pj.) Kepala Daerah untuk 

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah Tahun 2023-

2026. 

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN  

Sistematika penulisan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 

Kabupaten Takalar Tahun 2023-2026 mengacu pada Instruksi Menteri Dalam 

Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang tentang Penyusunan Dokumen 

Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala 

Daerah Berakhir Pada Tahun 2022 terdiri dari 9 (sembilan) bab, sebagai 

berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab pendahuluan ini menjelaskan gambaran umum penyusunan 

rancangan awal RPD agar substansi pada bab – bab berikutnya 

dapat dipahami dengan baik yang berisi latar belakang, dasar 

hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan 

serta sistematika penulisan.  

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 

Bab Gambaran Umum Kondisi Daerah menjelaskan dan menyajikan 

secara logis dasar – dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah 



 

 PENDAHULUAN 

I-16 

yang meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja 

penyelenggaraan pemerintah daerah ditinjau dari aspek 

kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya 

saing daerah. 

BAB  III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH  

Bab ini menyajikan gambaran hasil pengolahan dan analisis 

terhadap pengelolaan keuangan daerah yang diawali dengan 

penjelasan kinerja keuangan masa lalu, kebijakan pengelolaan 

keuangan masa lalu dan kerangka pendanaan. 

BAB IV     PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS DAERAH 

 Permasalahan dan isu – isu strategi daerah merupakan salah satu 

bagian terpenting dokumen RPD karena menjadi dasar utama 

tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah. Oleh karena 

itu, penyajian analisis ini harus dapat menjelaskan   butir – butir 

penting isu – isu strategis yang menentukan kinerja pembangunan 

dalam 4 (empat) tahun mendatang. Penyajian    isu – isu strategis 

meliputi permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis dan 

memperhatikan dinamika internasional, kebijakan regional 

maupun nasional yang dapat memberikan manfaat serta pengaruh 

dimasa datang terhadap Kabupaten Takalar. 

BAB V     TUJUAN DAN SASARAN 

Bab ini menguraikan tentang tujuan dan sasaran 

pembangunan daerah yang telah disepakati Pemerintah Kabupaten 

Takalar untuk menjawab isu-isu strategis daerah selama kurun 

waktu 3 (tiga) tahun. 

BAB  VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS 

 Dalam bab Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas ini 

diuraikan strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran 

serta arah kebijakan dari setiap strategi terpilih. Selain itu 

diberikan penjelasan hubungan setiap strategi dengan arah dan 

kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang 

ditetapkan. Program pembangunan daerah dirumuskan dari    

masing – masing strategi untuk mendapatkan program prioritas. 

Program pembangunan daerah menggambarkan kepaduan 

program prioritas terhadap sasaran pembangunan melalui strategi 

yang dipilih.  

  



 

 PENDAHULUAN 

I-17 

BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM 

PERANGKAT  DAERAH  

 Bab Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat  

Daerah ini memuat program prioritas dalam pencapaian visi, misi 

serta seluruh program yang dirumuskan dalam Renstra Perangkat 

Daerah beserta indikator kinerja, pagu indikatif, target serta 

Perangkat Daerah penanggung jawab berdasarkan bidang urusan. 

BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH  

 Bab Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Penetapan 

indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran 

tentang ukuran keberhasilan pencapain tujuan dan sasaran yang 

ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah, 

Indikator Kinerja Kunci (IKK), Standar Pelayanan Minimal (SPM), 

dan Sustainable Development Goals/Tujuan Pembangunan 

Berkelanjutan  (SDGs)/(TPB)  pada akhir periode RPD. 

BAB IX PENUTUP 

 Bab ini menguraikan pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan. 

Pedoman transisi untuk menjembatani kekosongan dokumen 

perencanaan pembangunan karena berakhirnya masa jabatan 

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yakni periode 2017-2022 

dimana dokumen RPD ini akan memasukkan program – program 

yang diarahkan pada pencapaian target kinerja yang belum dicapai 

pada periode perencanaan sebelumnya berdasarkan hasil 

monitoring dan evaluasi. Kaidah perencanaan sebagai pedoman 

dalam pelaksanaan dokumen  
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BAB  II 

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 

2.1 Aspek Geografi Dan Demografi  

2.1.1 Letak, Luas, dan Batas Wilayah Administrasi 

Di dalam kebijakan penataan ruang nasional (PP. 26 Tahun 2008 

tentang RTRWN) seluruh wilayah Kabupaten Takalar masuk dalam KSN 

Perkotaan Mamminasata bersamaan dengan kawasan perkotaan Maros, Kota 

Makassar, perkotaan Sungguminasa dan perkotaan Takalar (ibukota 

kabupaten Pattalassang).  

Gambar II- 1  : Peta Administrasi Kabupaten Takalar 

Sumber  :  Draft RTRW Kabupaten Takalar 2021 - 2041 

Secara astronomis, wilayah Kabupaten Takalar terletak antara 

5030’ – 5038’ Lintang Selatan dan 119022’ – 119039’ Bujur Timur. Berdasarkan 

posisi geografis, di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Gowa dan 

Jeneponto. Di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Gowa dan Kota 

Makassar. Sedangkan di sebelah barat dan selatan dibatasi oleh Selat Makassar 

dan Laut Flores.  
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Sesuai Permendagri No. 56 tahun 2015 tentang luas wilayah 

administratif, maka Kabupaten Takalar dengan ibukota Pattallassang memiliki 

luas wilayah 56.651 ha atau 566,61 Km2 atau sekitar 1,24% dari luas wilayah 

Provinsi Sulawesi Selatan yaitu seluas 45.764,53 Km2. Adapun jarak ibukota 

Kabupaten Takalar dengan ibukota Provinsi Sulawesi Selatan mencapai 45 km 

yang melalui Kabupaten Gowa. 

Secara administratif, Kabupaten Takalar terdiri atas 10 (Sepuluh) 

wilayah kecamatan, 100 Desa/Kelurahan yang terdiri atas 76 (tujuh puluh 

enam) desa dan 24 kelurahan yang terdiri dari 465 (331 dusun dan 113 

lingkungan). Kecamatan dengan wilayah paling luas adalah Polongbangkeng 

Utara (212,25 km2), dan yang paling sempit adalah Galesong Utara (15,11 

km2). Kecamatan dengan desa/kelurahan terbanyak adalah Polongbangkeng 

Utara (12 desa dan 6 kelurahan), sedangkan Kecamatan dengan 

Desa/Kelurahan paling sedikit adalah Sanrobone (6 desa). Kecamatan dengan 

Dusun/Lingkungan paling banyak adalah Polongbangkeng Utara, sedangkan 

Kecamatan dengan Dusun/Lingkungan  yang paling sedikit adalah Sanrobone. 

Adapun pembagian wilayah administrasi Kabupaten Takalar dapat dilihat 

pada tabel II-1. 

Tabel II- 1 : Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Takalar 
Tahun 2021 

No. Kecamatan 
Banyaknya Luas 

(Km2) 

Persentase 

(%) Desa Kel 

1. Mangarabombang 11 1 100,50 17,74 

2. Mappakasunggu 3 1 15,12 2,67 

3. Sanrobone 6 - 29,46 5,18 

4. Polongbangkeng Selatan 4 6 88,07 15,54 

5. Pattallassang - 9 25,31 4,47 

6. Polongbangkeng Utara 12 6 212,25 37,47 

7. Galesong Selatan 12 - 24,71 4,36 

8. Galesong 14 - 25,93 4,58 

9. Galesong Utara 9 1 15,11 2,67 

10. Kepulauan Tanakeke 5 - 30,15 5,32 

Jumlah 76 24 566,51 100,0 

Sumber : Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2022 

Berdasarkan tabel II-1 juga dapat dilihat bahwa Kecamatan dengan 

luas wilayah terbesar terdapat di Kecamatan Polongbangkeng Utara yaitu 

seluas 212,25 Km2 atau 37,47% dari keseluruhan luas wilayah Kabupaten 

Takalar, sementara Kecamatan dengan luas wilayah terkecil yaitu masing-
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masing Kecamatan Galesong Utara yaitu seluas 15,11 Km2 (2,67%) dan 

Kecamatan Mappakasunggu yaitu seluas 15,12 Km2 (2,67%) dari total luas 

wilayah Kabupaten Takalar. 

2.1.2 Topografi 

Berdasarkan kondisi topografi, wilayah Kabupaten Takalar berada 

pada ketinggian 0 – 64 meter diatas permukaan laut (mdpl), dengan bentuk 

permukaan lahan relatif datar, bergelombang hingga perbukitan. Sebagian 

besar wilayah Kabupaten Takalar merupakan daerah dataran dan wilayah 

pesisir dengan ketinggian 0 – 44 mdpl.   

Tabel II- 2 : Tinggi Wilayah di Atas Permukaan Laut (DPL) Menurut 
Kacamatan di Kabupaten Takalar Tahun 2021 

No. Kecamatan Tinggi (meter) 

1. Mangarabombang 34 

2. Mappakasunggu 44 

3. Sanrobone 22 

4. Polongbangkeng Selatan 64 

5. Pattallassang 38 

6. Polongbangkeng Utara 41 

7. Galesong Selatan 22 

8. Galesong 32 

9. Galesong Utara 17 

10. Kepulauan Tanakeke 19 

Sumber : Kabupaten Takalar Dalam Angka Tahun 2022 

2.1.3 Geologi 

Struktur geologi Kabupaten Takalar dipengaruhi oleh formasi 

camba, terobosan, gunung api cindako, formasi tonasa dan endapan aluvium. 

Masing masing formasi batuan tersebut memiliki karakteristik yang 

membentuk struktur tanah dan batuan, antara lain : 

• Formasi Terobosan, terbentuk atas batuan basal 

• Formasi Camba terbentuk atas sendimen laut berselingan 

• Formasi Tonasa terbentuk atas batuan gamping 

• Formasi Gunung Api–Cindako, terbentuk atas batuan lava-breksi-

tufa-konglomerat dan terutama lava 

• Endapan alivium dan pantai, terbentuk atas kerikil, pasir, lempung, 

dan lumpur 

Jenis batuan atau geologi Kabupaten Takalar terdiri dari; Vulcanic 

(batuan Vulkanik), batuan ini merupakan batuan tertua yang telah mengalami 
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perubahan, sebagian besar batu kapur terbentang sepanjang pantai 

perbatasan Takalar dengan Jeneponto. Gunung Api Baturape – Cindako 

merupakan batuan vulkanik basal yang terdiri dari lava dan batuan piroklastik 

yang bersilangan dengan tufa dan batu pasir. Batuan ini tersebar luas di 

wilayah pegunungan dan daerah dataran, Lapisan batuan ini memiliki 

porositas dan permeabilitas yang rendah. Batuan Instrusif terdiri atas batuan 

basal mulai dari dolerit, diorit, gabbro hingga diabase. 

2.1.4 Hidrologi 

Secara Hidrologi, Kabupaten Takalar dilewati oleh 6 (enam) buah 

Daerah Aliran Sungai (DAS), yaitu Sungai Je’neberang, Sungai Pappa, Sungai 

Palleko, Sungai Je’netallasa, Sungai Pammukkulu dan Sungai Je’nemarrung. 4 

(empat) diantara 6 (enam) sungai tersebut telah dibuat bendungan untuk 

irigasi sawah seluas 13.183 Ha, yaitu Sungai Pappa, Sungai Palleko, Sungai 

Pammukkulu dan Sungai Je’nemarrung. 

2.1.5 Klimatologi  

Secara Klimatologi Kabupaten Takalar beriklim tropis dengan dua 

musim, yaitu musim hujan dan kemarau. Musim hujan biasanya terjadi antara 

bulan November hingga bulan Mei. Jumlah curah hujan dan temperatur udara 

di Kabupaten Takalar selama tahun 2021 dapat dilihat pada tabel II-3. 

Tabel II- 3 : Jumlah Curah Hujan dan Rata-Rata Temperatur Udara Di 
Kabupaten Takalar Tahun 2021 

No Bulan 

Curah Hujan Suhu/Temperature oC 
Jumlah 

Curah Hujan 
(mm) 

Jumlah 
Hari Hujan 

(Hari) 
Min 

Rata-
Rata 

Max 

1 Januari 839,3 30 22,8 27,2 31,2 
2 Februari 397,0 20 23,2 27,5 31,9 
3 Maret 626,3 23 22,7 27,8 32,6 
4 April 294,0 11 23,2 28,5 32,2 
5 Mei 78,1 11 23,4 29,4 34,0 
6 Juni 87,0 14 22,4 28,8 34,5 
7 Juli 77,3 9 20,5 28,3 34,0 
8 Agustus 104,2 8 22,7 29,5 34,3 
9 September 82,5 11 22,3 29,4 34,6 

10 Oktober 245,4 17 23,6 29,0 33,5 
11 November 542,0 26 23,6 28,3 32,6 
12 Desember 860,3 28 23,0 27,7 32,6 

Sumber  : Kabupaten Takalar Dalam Angka Tahun 2022 
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Berdasarkan tabel II-3 dapat dilihat bahwa  jumlah curah hujan 

terbanyak tahun 2021 terjadi pada bulan Desember yaitu sebesar 860mm3 

dan terjadi selama 28 hari.  Temperatur udara terendah sebesar 20,5 derajat 

celcius pada bulan Juli dan tertinggi 34.5 derajat celcius pada bulan Juni. 

2.1.6 Penggunaan Lahan 

Kabupaten Takalar memiliki luas 566,51 km2. Jenis penggunaan 

lahan yang terdapat di Kabupaten Takalar terdiri atas Tubuh Air (embung), 

Lahan Terbuka, Tambak, Semak Belukar, Rawa, Pertanian Lahan Basah, 

permukiman, Perkebunan, hutan dan beberapa jenis penggunaan lahan yang 

lainnya. Berdasarkan tabel berikut, bahwa penggunaan lahan terluas yaitu 

Pertanian Lahan Basah dengan luas 32.442,53 Ha sedangkan penggunaan 

lahan terkecil yaitu perkebunan seluas 15,45 Ha. Untuk lebih jelasnya 

penggunaan lahan di Kabupaten Takalar sebagai berikut : 

Tabel II- 4 : Kondisi Penggunaan Lahan di Kabupaten Takalar Tahun 
2021 

No Jenis Penggunaan Lahan Luas (Ha) 
Persentase 

(%) 

1 Tubuh Air (Embung) 33,24 0,06 
2 Lahan Terbuka 6.208,38 10,96 
3 Tambak 2.916,78 5,15 
4 Semak Belukar 11.880,70 20,97 
5 Rawa 467,79 0,83 
6 Pertanian Lahan Basah 32.442,53 57,27 
7 Permukiman 903,19 1,59 
8 Perkebunan 15,45 0,03 

9 Hutan 1.506,26 2,66 
10 Lainnya 276,67 0,49 

Jumlah 56.651,00 100 
Sumber : Kabupaten Takalar Dalam Angka Tahun 2022 

2.1.7 Potensi Pengembangan Wilayah 

Berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Takalar Nomor 06 

Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Takalar 

tahun 2012-2031, pola ruang kawasan budi daya direncanakan sesuai 

kemampuan lahan guna mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya. 

Pemanfaatan kawasan budi daya juga diarahkan dalam rangka mendukung 

terciptanya struktur ruang yang mendukung bagi pengembangan berbagai 

sektor pembangunan dan integrasi wilayah. Pengembangan kawasan budi 

daya di Kabupaten Takalar dilakukan secara efektif dan efisien serta sinergis, 
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agar pemanfaatan ruang dan sumberdaya dapat dilakukan secara optimal. 

Berkenaan dengan itu, strategi pengembangan kawasan budi daya ditekankan 

pada upaya-upaya optimalisasi pemanfaatan sumberdaya dengan tetap 

mempertahankan kelestarian lingkungan guna mewujudkan pembangunan 

berkelanjutan. 

Tabel II- 5 : Potensi Pengembangan Wilayah Kabupaten Takalar 
Tahun 2021 

No. 

Rencana 

Pengembangan 

Kawasan 

Uraian 

1 Kawasan Hutan 

Produksi 

Kawasan hutan produksi berupa kawasan hutan 

produksi tetap dengan luas kurang lebih 2.856 

(dua ribu delapan ratus lima puluh enam) hektar 

terdapat di Kecamatan Polongbangkeng Utara. 

2 Kawasan 

Pertanian 

Kawasan tanaman pangan seluas kurang lebih 

26.266 (dua puluh enam ribu dua ratus enam 

puluh enam) hektar berada di seluruh wilayah 

kecamatan. 

Kawasan tanaman pangan terdapat Kawasan 

Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) seluas 

kurang lebih 18.457 (delapan belas ribu empat 

ratus lima puluh tujuh) hektar terdapat di 

Kecamatan Galesong, Kecamatan Galesong 

Selatan, Kecamatan Galesong Utara, Kecamatan 

Mangarabombang, Kecamatan Mappakasunggu, 

Kecamatan Pattalassang, Kecamatan 

Polongbangkeng Utara, Kecamatan 

Polongbangkeng Selatan, dan Kecamatan 

Sanrobone. 

Kawasan perkebunan seluas kurang lebih 4.266 

(empat ribu dua ratus enam puluh enam) hektar 

berada di Kecamatan Kepulauan Tanakeke, 

Kecamatan Mangarabombang, Kecamatan 

Polongbangkeng Selatan, dan Kecamatan 

Polongbangkeng Utara 

3 Kawasan 

Perikanan 

Kawasan perikanan dengan luas kurang lebih 

4.186 (empat ribu seratus delapan puluh enam) 

hektar berada di Kecamatan Galesong, Kecamatan 
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Sumber : Draft RTRW KabupatenTakalar Tahun 2021-2041 

No. 

Rencana 

Pengembangan 

Kawasan 

Uraian 

Galesong Selatan, Kecamatan Galesong Utara, 

Kecamatan Kepulauan Tanakeke, Kecamatan 

Mangarabombang, Kecamatan Mappakasunggu, 

Kecamatan Pattalassang, Kecamatan 

Polongbangkeng Selatan, dan Kecamatan 

Sanrobone. 

4 Kawasan 

Peruntukan 

Industri 

Kawasan peruntukan industri dengan luas kurang 

lebih 3.561 (tiga ribu lima ratus enam puluh satu) 

hektar berada di Kecamatan Mangarabombang. 

5 Kawasan 

Pariwisata 

Kawasan pariwisata berada di Kecamatan 

Galesong Utara, Kecamatan Mangarabombang, 

Kecamatan Mappakasunggu, Kecamatan 

Pattalassang, Kecamatan Polongbangkeng 

Selatan, Kecamatan Polongbangkeng Utara, dan 

Kecamatan Sanrobone. 

6 Kawasan 

Permukiman 

Kawasan permukiman perkotaan seluas kurang 

lebih 5.112 (lima ribu seratus dua belas) terdapat 

di Kecamatan Galesong, Kecamatan Galesong 

Utara, Kecamatan Mangarabombang, Kecamatan 

Mappakasunggu, Kecamatan Pattalassang, 

Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kecamatan 

Polongbangkeng Utara, dan Kecamatan 

Sanrobone. 

Kawasan permukiman perdesaan seluas kurang 

lebih 3.178 (tiga ribu seratus tujuh puluh 

delapan) terdapat di seluruh wilayah kecamatan 

7 Kawasan 

Transportasi 

Kawasan transportasi seluas kurang lebih 5 

(lima) hektar berada di Kecamatan Galesong 

8 Kawasan 

Pertahanan dan 

Keamanan 

Kawasan pertahanan dan keamanan berada di 

Kecamatan Galesong, Kecamatan 

Mangarabombang, Kecamatan Mappakasunggu, 

Kecamatan Pattalassang, Kecamatan 

Polongbangkeng Selatan, dan Kecamatan 

Polongbangkeng Utara. 
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